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PENETAPAN
Nomor 612/Pdt.P/2019/PA.Skg

> ) \ -
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan
penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :
La Unga bin Ponro, tempat tanggal lahir Lamakkojo, 01 Juli 1965, agama Islam,
pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di
Lamakkojo, Desa Parigi, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo,
selanjutnya disebut Pemohon.
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta

telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01
Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang
pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 612/Pdt.P/2019/PA.Skg,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari perempuan Cinta binti La

Unga.
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama . Cinta binti La Unga

Tanggal lahir ;21 Mei 2006 (umur 13 tahun 5 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan . tidak ada

Tempat kediaman . Lamakkojo, Desa Parigi, Kecamatan Takkalalla,

Kabupaten Wajo
dengan calon suaminya :

Nama :Andi Usran Banur Alam bin Andi Bakri
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Umur : 23 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan . Satuan Polisi Pamong Praja

Tempat kediaman : Salodua, Desa Mattirowalie, Kecamatan

Maniangpajo, Kabupaten Wajo

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan
hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah
terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16
tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Takkalalla, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N9) Nomor B-
382/Kua.21.24.12/Pw.01/9/2019 Tanggal 27 September 2019;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena
keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 3 bulan, sehingga Pemohon
sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum
Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa Pemohon telah menerima lamaran calon suami anak Pemohon,
sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah,
sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil balig serta sudah siap
untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon
suaminya berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami
dan/atau kepala keluarga;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah
merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang
keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon memohon dengan
hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cg. Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
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2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama
Cinta binti La Unga untuk menikah dengan calon suaminya bernama Andi
Usran Banur Alam bin Andi Bakri
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.
Subsider:
Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah
hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan
Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon telah
dihadirkan di persidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakin anak Pemohon
menyatakan tidak terjalin hubungan cinta dengan calon suaminya, dan hanya
kenalan biasa dan tidak ada yang mendesak dan melihat kondisi anak Pemohon
ternyata anak Pemohon masih terlalu kecil dan belum mampu untuk menjelani
bahterah rumah tangga;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan
atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak
kandungnya bernama Cinta binti La Unga, umur 13 tahun 5 bulan dengan seorang
laki-laki bernama Andi Usran Banur Alam bin Andi Bakri, umur 23 tahun, karena
keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 3 bulan, namun pada saat
Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA
Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo menolak dengan alasan anak Pemohon
masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka
sidang dan dan setelah mejelis melihat kondisi anak Pemohon ternyata anak
Pemohon masih terlalu kecil;
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Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia
minimal 16 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya
kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani
bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Perkawinan secara tegas
membatasi usia perkawinan bagi calon mempelai wanita sesuai maksud pasal 7
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam,
calon mempelai wanita harus 16 Tahun keatas.

Menimbang, bahwa melihat Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang perlindungan anak, yakni Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab
untuk  mengasuh, memelihara, mendidik, dan  melindungi  Anak,
menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya,
mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak dan memberikan pendidikan
karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak

Menimbang, Bahwa anak Pemohon baru berumur 13 tahun 5 bulan, maka
majelis menilai bahwa fisik dan mental anak Pemohon belum mampu untuk
menjelani bahterah rumah tangga dengan kata lain anak Pemohon masih labil,
dan Pasal 5 ayatsehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum
terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk dengan demikian permohonan
Pemohon dinyatakan tidak diterima (Niet ontvankelijke Verklaard)

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan
Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak diterima (Niet ontvankelijke
Verklaard);
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2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama
Sengkang pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2019 Miladiah bertepatan dengan
tanggal 10 Shafar 1441 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Hasniati D, M.H sebagai Ketua
Majelis, Drs. H. Asri,M.H., dan Drs. H. Makka A masing-masing sebagai Hakim
Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan
didampingi oleh H. Arifin, S.Ag.,MH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri

oleh Pemohon;

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Drs. H. Asri, M.H Dra. Hj. Hasniati D, M.H

Drs. H. Makka A
Panitera Pengganti,

H. Arifin, S.Ag.,MH.,

Perincian biaya :

Pendaftaran : Rp 30.000,00
ATK Perkara :Rp 50.000,00
Panggilan :Rp  150.000,00

- PNBP ‘Rp 10.000,00
- Redaksi 'Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 6.000,00
Jumlah :Rp  256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).
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